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SALINAN

GT'BERITI'R BEITGKIILU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.ANJA DAERAH
PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2OI5

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

i a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 Undang-Undang
Nomor 23 Ta-hun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
mengamanatka.n Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah
memperoleh persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Gubernur dal dieva-luasi
Kementerian Dalam Negeri;

b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun
Angga-ran 2O15, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang dijabarkan kedalam
Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafond Anggaran
Sementara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Provinsi Bengkulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaral 20 15;

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangar
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia ?ahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20O4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaraa Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);



5.

6.

7.

8.

t2.

9.
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturaa Perundang-undangaa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O 1 1 Nomor 82, Tanbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta-han Daerah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O 14 Nomor
246, Tam,bahart Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
558e);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan'
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34,
Ta:nbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
28sal
Peratura! Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O05 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 20O5 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502l.,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2O12 tentang Perubahaa Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (lembaran Negara
Republik Indonesia ?ahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534O);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah fl,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O5 Nomor 138, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimaaa telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerinta-h Nomor 56
Tahun 2OO5 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O 10 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 515);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O5 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 457a\;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2O07 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Ta:rrbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembararr Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 20 10 tentang
Standar Akunta-nsi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10.

11.

LJ.
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15.
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17.

18.
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Peraturan Pemerintah Nomor 1O Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pengadaan Pinjamaa Luar Negeri dan Penerimaan
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O 1 1

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5202);

Peraturarr Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tafutn 2Ol2
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2O 14 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 54 Talun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
teotang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1"55);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimaaa telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomaa Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O11 Nomor 31O);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah darl Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2OI2 lentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tah:afl 2OL2 Nomor 540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tallun 2Ol4 Nomor 32);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2O14
tentang Pedoman Penyusunal Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara
Republik Indonesia Tal:urr 2Ol4 Nomor 680);

Peraturan Daerah Frovinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 20O7
tentang Pokok-Pokok Pengelolaal Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2O07 Nomor 6 Tahun 2OO7);

79.

20.

2L.

22.

Dengan Persetujuan Bersarrra

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSI(AN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2015.

Menetapkan
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Pasal I
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20L5
be{umlah Rp.2.258.697 .036.0 1 1,2 5 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatal Daerah Rp.2.2O4.194.621.396,25

b. Belanja Daerah Rp. 2.25a.697.036.O 1 1,25

Surllus/(Delisit)................... (Rp. 54.5O2.414.615,OO)

c. Pembiayaan Daerah :

1. Penerimaan 77.O52.75t.O94,OO

16.550.336.483,O0

54.502.414.615,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan 0,00

Pasal 2

(l)Pendapataa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri
dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah... Rp. 695.O33.820.324,25

b. Dana Perimbangan sejumla1 ........... Rp. f .225.693.875.OOO,O0

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 283.466.926.O72,OO

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah........... Rp. 496.996.346.535,00

b. Retribusi Daerah........... Rp. 4.194.888.389,00

c. Hasil pengelolaan kekayaal daerah

yang dipisahkan Rp. 16.652.096.483,37

d. Lain-lain PAD yang sah ................... Rp. 177.19O.488.916,88

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapataa:

a. Dana Bagr Hasil.............. Rp. 115.719.855.000,00

b. Dana Alokasi Umum........ Rp.1.046.O8O.820.000,00

c. Dana Alokasi Khusus........... Rp. 63.893.200.000,00

(4) Lain-lain Pendapataa Daerah yang sah s6fongaim6sra dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan lainnya Rp. 14.462.126.072,00

2. Pengeluaran

Pembiayaan neto....,....................

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

0,o0

o,oo

Rp. 269.OO4.80o.OO0,O0

b. Dana Darurat.................................. Rp.

c. Dana Bagi Hasil Pajak Rp.

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau

dari pemerintah daerah lainnya....... Rp. 0,o0
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Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung Rp.1.O27.126.705.962,25

b. Belanja Langsung....... Rp.1.231.57O.330.O49,OO

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah................ Rp. 52 1.7OO. 183.067,80

b. Belanja Bunga............ Rp.

c. Belanja Subsidi........... Rp.

d. Belanja Hibah............. Rp. 273.863.800.000,00

e. Belanja Barltuarr Sosial................... Rp. o,o0

f. Belanja Bagi Hasil Rp.218.158.358.954,0O

g. Belanja Baatuan Keuangan Rp. 4.403.194.540,00

f. Belanja Tidak Terduga Rp. 9.001.169.400,45

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimalsud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah................ Rp. 1 19. 179.075.77 4,OO

b. Belanja Barang dan Jasa............... Rp.646.989.286.45O,00

c. Belanja Modal............. Rp.465.4O1.967.825,OO

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaima.na dimaksud dalam Pasa-i t huruf c
terdiri dari:
a- Penerimaan sejumlah Rp. 7 1.052.751 .O98,OO

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 16.550.336.483,00
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a terdiri
dari jenis Pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya. Rp. 71.O52.751.098,00

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,OO

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan sejumlah Rp.

d. Penerimaan pinjaman daerah sejurrlah Rp.

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
sejumlah Rp.

f. Penerimaan piutang daerah sejurrlah Rp.

(3) Pengeluaran sebagaimara dimaksud pada ayat (1) huruf b
dari jenis Pembiayaan:
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,OO

b. Penyertaan Modal Pemda sejumlah Rp. 16.550.336.483,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00

(1)

(21

o,o0

0,oo

0,o0
0,oo

0,oo
0,o0

terdiri
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Pasal 5

Uraial Lebih Lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran
Peraturan Daerah ini yarrg merupakan satu kesatuan dan bagian tidak
terpisahkal dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I Ringkasan APBD;

b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah

Daerah dan Organisasi SKPD;

c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah,

Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusal Pemerintah
Daerah, Orgalisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

e. Lampiran V Rekapitulasi Belarrja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
dalam kerangka Pengelolaaa Keuangaa Negara;

f. Lampiran VI Da-ftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per

Jabatan;
Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;

Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah

j. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahal dal pengurangan aset
lainnya;

k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan ta,hun anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan dan
diaaggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

1. Lampiran XII Daftar dala cadalgan daerah dan
m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

n. Lampiran XIV Daftar Penerima Hibah Daerah.

Pasal 6

(1) Da1am keadaan darurat, Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat

melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggaranya, yang

selanjutnya diusulkan dalam ralcangan perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau disampaikan dalam

laporan realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dirrraksud pada ayat (1) sekurang-

kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Bukan merupakan kegiatan aormal dari aktivitas pemerintah

daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumlya;

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerinta-h daerah; dan
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d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam

rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;

(3) Pendanaan keadaaa darurat yang belum tersedia anggarannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja

tidak terduga.

(4) Dalam hal belanja tidak terduga 5sfoagaimana dirnaksud ayat (3)

belum mencukupi, maka dapat:

a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian

target kineda program dan kegiatan lainnya dalam tahun

anggaran berjalan; dan/ atau

b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk

belanja untuk keperluan mendesak dengan Kriteria mencakup:

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyara-kat yalg
anggarannya belum tersedia dalarn tahun anggar€rn berjalan;

dan

b. Keperluaa mendesak lainnya apabila ditunda alcan

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah

daerah dan masyarakat.

(6) Penjadwalan ulang capaian target kineda program dan kegiatan

lainya dalam tahun anggaran be4'alan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

(7) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) diformulasika.n terlebih dahulu dalam RKA-

SKPD.

(8) Dafam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Provinsi

Bengkulu dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia

anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam

laporan realisasi anggaran.

(9) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-

SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD

setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.

(1O) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaal

darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (5) terlebih

dahulu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sebagai pedoman

pelaksanaannya.
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Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2015, sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempataflnya dalam Lembaran Daerah

Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 12 Januari 20 i5

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 12 Januari 2O15

Plt. SEKRETAzuS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: t1l2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala B.iro Hukum

"*"'*"ff;engkulu

M. IKHWAN, SH. MH
Pembina Tk. I

Nip. 1969090s 199403 1011


